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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan moratorium mutasi PNS yang dimulai sejak Oktober 2024 

merupakan kebijakan internal Pemerintah Kota Padang yang 

dikeluarkan oleh Wali Kota tanpa dasar hukum eksplisit, namun 

didasarkan pada urgensi fiskal dan kebutuhan organisasi. Prosedur 

pelaksanaannya dikendalikan langsung oleh BKPSDM sebagai pintu 

masuk mutasi, dengan sosialisasi dilakukan melalui kanal internal OPD, 

media sosial resmi, dan penyiaran publik seperti RRI. Implementasinya 

cukup konsisten karena OPD hanya dapat menerima pegawai setelah 

mendapat persetujuan dari BKPSDM. 

2. Moratorium mutasi dinilai signifikan karena tidak mengganggu 

efektivitas pelayanan publik karena mutasi internal antar-OPD tetap 

dimungkinkan. Namun, dari sisi distribusi pegawai lintas instansi, 

kebijakan ini menahan pengisian formasi yang kosong, menyebabkan 

kekurangan pegawai di sejumlah OPD. Di sisi lain, moratorium justru 

memberikan peluang bagi pegawai internal untuk naik jabatan dan 

mengembangkan karier tanpa terganggu oleh masuknya pegawai baru 

dari luar daerah. 

3. Tantangan utama dalam pelaksanaan moratorium adalah munculnya 

permohonan mutasi dari PNS luar daerah yang tidak bisa diakomodasi, 

meskipun memiliki alasan kuat. Hingga kini, evaluasi kebijakan masih 

terbatas pada laporan internal di lingkungan BKPSDM. Pegawai yang 

sudah bekerja di lingkungan Pemko relatif tidak terdampak secara 

langsung. Adapun masa berlaku moratorium belum dapat dipastikan 
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karena sangat tergantung pada selesainya rekrutmen PPPK dan 

kekuatan anggaran Pemko Padang ke depan. 

4. Dari perspektif siyasah idariyah, kebijakan moratorium ini 

mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan publik karena 

dirancang untuk menghindari ketimpangan beban kerja dan mencegah 

ketidakmampuan anggaran dalam menanggung beban pegawai baru. 

Proses pelaksanaannya juga menunjukkan transparansi, akuntabilitas, 

serta konsistensi lintas kepemimpinan daerah. Hal ini memperlihatkan 

bahwa Pemerintah Kota Padang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan,sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan di tingkat pusat, 

Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan 

Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan 

moratorium mutasi dengan kerangka hukum positif yang lebih jelas. 

Sampai saat ini, kebijakan moratorium di Kota Padang hanya 

didasarkan pada Surat Edaran Wali Kota, tanpa ada dasar hukum 

nasional yang mengatur secara komprehensif. Oleh karena itu, penting 

bagi pemerintah pusat untuk menyusun regulasi formal dalam bentuk 

Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tata 

cara pelaksanaan moratorium, indikator keberhasilan, mekanisme 

evaluasi, dan batas waktu yang jelas. Selain itu, penegak hukum juga 

diharapkan mengawasi agar kebijakan moratorium tidak dijadikan 

instrumen politis atau tindakan diskriminatif yang menghambat hak-

hak ASN atas pengembangan karier secara profesional. 
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2. Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Padang dan 

BKPSDM 

Disarankan untuk terus melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap pelaksanaan moratorium mutasi ini. Evaluasi tersebut 

penting untuk mengidentifikasi dampak nyata terhadap distribusi 

pegawai, beban kerja OPD, serta efektivitas pelayanan publik. Selain itu, 

pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi redistribusi pegawai 

dan promosi internal yang adil, agar formasi yang kosong tidak 

menghambat jalannya tugas-tugas pemerintahan. Keterbukaan 

informasi dan pelaporan pelaksanaan moratorium secara periodik 

kepada publik juga menjadi hal yang penting, guna menjaga 

akuntabilitas dan mencegah kesalahpahaman di kalangan ASN dan 

masyarakat. Lebih jauh, pemerintah daerah dianjurkan untuk mengacu 

pada prinsip-prinsip siyasah idariyah dalam menjalankan kebijakan ini, 

seperti asas keadilan, maslahat, dan efisiensi, demi terciptanya tata 

kelola yang responsif dan bernilai etis. 

3. Bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat 

Perlu adanya pemahaman yang utuh bahwa kebijakan moratorium 

bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan strategi manajerial untuk 

menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan 

anggaran daerah. Oleh karena itu, para ASN diharapkan tetap menjaga 

profesionalisme, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri 

secara optimal untuk menghadapi peluang promosi jabatan yang 

mungkin terbuka secara internal. Masyarakat sebagai penerima 

layanan publik juga perlu bersikap kritis dan aktif dalam memberikan 

masukan atau aduan apabila ditemukan adanya dampak negatif dari 

kebijakan ini, seperti terganggunya pelayanan dasar. Selain itu, lembaga 

sosial kemasyarakatan dan LSM dapat mengambil peran dalam 

mengkaji dan mengawasi implementasi kebijakan moratorium mutasi, 
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khususnya terhadap pelayanan publik yang bersifat strategis seperti 

pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. 
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